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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah bagian Penyusunan dan Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Daerah
yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Ralryat Daera-h,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang APBD kepada Menteri untuk
memperoleh pengesahan sebelum ditetapkan menjadi
Perkada oleh Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2O01 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
lembaran Negara Nomor 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442l0l;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 72 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
I Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O, Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang....... I 3
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O0 Nomor 21O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s3ao);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O18 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan ....... /4
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2O18 tentang
Pelaksanaan Ttrgas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tarlrbal:an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Da,lam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67srl;

22. Peraluran...... - / 5



22. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Talrun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9
tentang Klasilikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Ta,hun 2O19 Nomor 1447);

27. Peratllran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 7991; b

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 6 /PI&{IK.O7 12022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Talun 2022
Nomor 41);

30. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 20O2 tentang
Tunjangan Khusrls Provinsi Papua;

3 1. Keputusan....... / 6
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31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2O2l tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 33 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2O24 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2O23 Nomor 33);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ada-lah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urLISan pemerintahan
yang menjadi kewenangal daerah otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubemur Papua
Tengah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah renczrna keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daeah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaaa bersih.

7. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah pada tahun anggaran yang sama.

8. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah pada tahun anggaran yang sama.

9. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defrsit
€rnggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

10. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggararr yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

I 1. Pengeluaran....... I 7
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11. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu
diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

12. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

13. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp4. 3 1 8. 2 1 5. 56 6. 17 7,OO, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
direncanakan sebesar Rp536.O32.229.926,OO, terdiri dari:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah; dan

c. Lainlain PAD Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp528.45 1.996.209,0O;

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp2.00O.000,00;

(4) Lain-l,ain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp7. 578.233. 7 17,OO.

Pasal 4

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesar Rp2.7 O4.26 1 .4 1 3. 00O, 00, terdiri dari :

a. Pendapatan Tralsfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp2.7 04.26 1.4 1 3.OO0,0O ;

(3) Pendapatal Tralsfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 5......./8
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Pasal 5

{1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf c direncanakan sebesar Rp1.O77.92L.923.251,OO, terdiri dari
Pendapatan Hibah.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) direncanakan
sebesar Rpl.O7 7 .921.923.251,OO.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Rp4.820.033.558.744,0O, yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

direncanakan sebesar

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.482. 1 68.966.59 1,00, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp37 2.436.47 0. 577,00;

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1. 746.645.088.02 1,00;

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00;

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00;

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp228.85 f .007 .842,OO; darr

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp134.236.0OO. f 51,00.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp 1. 802. 1 52. 7 37 .224,OO, yang terdiri atas:

a. Belanja......./9
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a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Moda-l Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp27 .9O4.317.00O,00;

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebegaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp I 69.889. 1 03. 1 54,00;

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp906.342.896.054,00;

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp693.419.421.O16,00;

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf e direncanakan sebesar Rp9 50.00O. O0O,OO;

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp3.647.O00.000,00.

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimalsud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp 1 53.2 1 1.40 1.623,00.

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp3 82. 50O.4 53. 306, 00, terdiri dari:

a. Belanja $agi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp322. 500.453.306,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00.

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdii dari:

(1) Penerimaan Pembiayaan; dan

(2) Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12......./1O
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Pasal 12

(l) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11 ayat (1) direncakana sebesar RpSO1.817.992.562,OO, terdiri dari:
a. Sisa tebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar

Rp501.8 17.992.567,oO.

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11 ayat (2) direncanalan sebesar RpO,00.

Pasal 13

(1) Dalam keadaal darurat Pemerintah Pr-ovinsi Papua Tengah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimalsud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signilikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Ifuiteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 mencakup:

a. program pada kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan/ atau masyarakat.

(5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf b
antara lain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam
rangka menciptakan ketenteraman, keamanan, ekonomi, kesehatan,
pendidikan, stabilitas sosial serta mendukung olahraga, perempuan, anak,
ketertiban, pengendalian stabilitas sosial serta mendukung kegiatan yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya dan/atau kegiatan adat masyarakat
Papua.

(6) Pendanaan keadaal darurat untuk kegiatan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

(7) Dasar pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD
untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah
memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(8) Pelaksanaan....... I ll



(8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/ atau
kegiatan mendesak serta dokumen pertanggungiawabannya, ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasilikasikan Menurut Kelompok

dan Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. I-ampian II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan
Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada
RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Kepala Daerah Tentang
APBD;

9. l,ampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program
Prioritas Provinsi;

10. Lampiran XVII Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah
Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

11. Lampiran XWII Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Baltuan Sosial Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial;

12. Lampiran XIX Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan
Keuangan Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan
Keuangan; dan

13. Lampiran XX Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal i 5

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatal dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Januari 2024

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/ITD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2O24

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NrP. 1972 1020 2003t2 2 006


